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KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1740,/MENKES/SKB./XIl,/2003

NOMOR r 54TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI

DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI KESEHATAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 141IKEP/M.PAN/1 1/2003 telah

.ditetapkan Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka

Kreditnya;

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya,

dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama

Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;



Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 43 tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun

Pemerintahan Daerah;

1999 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang

Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2003;

Peraturan Pemeriniah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor '12 Tahun 2002;

4.

5.



Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 45 Tahun 2002;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

141 /KEP/M. PAN I 1 1 12003 tentang Jabatan Fungsional Dokter

Gigi dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG

PETUNJUK PELAKSANMN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

GIGI DAN ANGKA KREDITNYA.

10.

11.

12.

42

14.



Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. DoKer Gigi, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh

pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat

pada sarana pelayanan kesehatan.

2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut, adalah bentuk

pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat

dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan

kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut, peningkatan derajat

kesehatan masyarakat, serta pembinaan peranserta

masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan

gigi dan mulut.

3. Sarana pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan

untuk menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut,

yaitu Rumah Sakit, Puskesinas, Poliklinik, dan atau Unit

Kesehatan lainnya.

4. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus

dicapai oleh seorang Dokter Gigi dalam rangka pembinaan

karier kepangkatan dan jabatannya.

5. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas

menilai prestasi keria DoKer Gigi.



6. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa

Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan,

Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah

Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan

Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga

lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan

merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah

Non Departemen.

Pelabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah

Gubernur.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota,

adalah BupatiMalikota.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan DoKer

Gigi bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1) Usul penetapan angka kredit DoKer Gigi disampaikan

setelah menurut perhitungan Dokter Gigi yang

bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk

kenaikan pangkat{abatan setingkat lebih tinggi telah dapat

dipenuhi dengan menggunakan contoh formulir

sebagaimana tersebut pada lampiran la sampai dengan

lampiran ld sesuai dengan jeniang jabatan masing-masing.

7.

o



(21 Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Gigi, antara lain

dilamoiri :

a. Surat pemyataan melakukan kegiatan pelayanan

kesehatan gigi dan mulut serta bukti fisiknya, dibuat

sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada

lampiran ll.

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan

profesi dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir

sebagaimana tersebut pada lampiran lll.

c. Surat pemyataan melakukan kegiatan penunjang tugas

Dokter Gigi serta buKi fisiknya, dibuat sesuai contoh

formulir sebagaimana tersebut pada lampiran lV.

d. Salinan atau fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat

Pendidikan dan Latihan (SfiPL) dan atau keterangan/

penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang.

(3) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat,

ditetapkan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum

periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai

berikut :

a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit

ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari

tahun yang bersangkutan.

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit

ditetapkan selambat-lambatnya pada butan Juli tahun

yang bersangkutan.



( r,

(2)

Pasal 3

Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Gigi harus dinilai

secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman

pada Lampiran I Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/1 1/2003.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ditetapkan oleh pejabat yang beMenang menetapkan

angka kredit dengan menggunakan contoh formulir

sebagaimana tersebut pada lampiran V dengan ketentuan:

a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala

Kanior Regional BKN yang bersangkutan; dan

b. Tembusan disampaikan kepada :

1) Dokter Gigi yang bersangkutan;

2) Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;

3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:

5) Kepala Biro/ Bagian Kepegawaian Instansi/ Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.

Apabila pejabat yang beMenang menetapkan angka kredit

berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit

sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada

peiabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor I 41IKEP/M.PAN/

11t2003.

(3)



(4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi

penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan

pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk

menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala

Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan

pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala

BKN atau Kepala tGntor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

(1) Syarat pengangkatan untuk meniadi Anggota Tim Penilai

sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

141/KEP/M.PAN/1 1/2003, Yaitu :

a. serendah-rendahnya menduduki jabatan/pangkat

setingkat dengan jabatan/pangkat Dokter Gigi yang

dinilai:

b. mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi keria

Dokter Gigi; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun

dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya'

(5)



(3)

(4)

(5)

Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua)

masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat

diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1

(satu) masa jabatan.

Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak

dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Dokter Gigi'

maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain

yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja

Dokter Gigi.

Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari Dokter Gigi

harus lebih banyak dari pada Anggota Tim Penilai yang

berasal dari pejabat lain bukan Dokier Gigi.

Pasal 5

(1) Tugas pokok Tim Penilai Departemen, adalah :

a. Membantu Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I

yang ditunluk di lingkungan Departemen Kesehatan

dalam menetapkan angka kredit Dokter Gigi Utama

yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di

lingkungan Departemen Kesehatan dan lnstansi lain di

luar Departemen Kesehatani

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk

di lingkungan Departemen Kesehatan yang

berhubungan dengan penetapan angka kredit

sebagaimana dimaksud dalam huruf a.



\z) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal, adalah :

a. Membantu Direktur Jenderal Pelayanan Medik atau

peiabat eselon ll yang dituniuk dalam menetapkan

angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter

Gigi Madya yang bekerja pada sarana pelayanan

kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Direktur Jenderal Pelayanan Medik atau pejabat eselon

ll yang dituniuk yang berhubungan dengan penetapan

angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a-

Tugas pokok Tim Penilai Propinsi, adalah :

a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam

menetapkan angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai

dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada sarana

pelayanan kesehatan Propinsi;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi yang berhubungan

dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud

dalam huruf a.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah:

a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

dalam menetapkan angka kredit Dokter Gigi Pertama

sampai dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada

sarana pelayanan kesehatan Kabupaten/Koia'

(3)
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b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang

berhubungan dengan penetapan angka kredit

sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5) Tugas pokok Tim Penilai Unit Kerja, adalah :

a. Membantu Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan

Kesehatan (serendah+endahnya eselon lll) pada

Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan dalam

menetapkan angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai

dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada sarana

pelayanan kesehatan masing-masing ;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan

(serendah rendahnya Eselon lll) pada lnstansi Pusat di

luar Departemen Kesehatan yang beftubungan dengan

penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam

huruf a.

Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk

karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang

d'rtentukan, maka penilaian prestasi kerja Dokter Gigi

dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau

Tim Penilai Propinsi yang berangkutan, atau Tim Penilai

Departemen/ Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena

belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka

penilaian prestasi kerja Dokter Gigi dilakukan oleh Tim

Penilai Departemen/Tim Penilai Direktorat Jenderal.

ll

(6)

(7)



(8) Apabila Tim Penilai Unit Kerja belum dapat dibentuk karena

belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka

penilaian prestasi keda DoKer Gigi dilakukan oleh Tim

Penilai Departemen/Tim Penilai Direktorat Jenderal.

(9) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka

ketua Tim Penilai waiib mengusulkan penggantian

Anggota Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang

menetapkan Tim Penilai.

(10) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai,

Keiua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai

Pengganti.

(11) Tata keria dan tata cara penilaian Tim Penilai Dokter Gigi

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, selaku Pimpinan

tnstansi Pembina Jabatan Dokter Gigi.

Pasal 6

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan

tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang secaE fungsional diiabat oleh

pejabat di bidang kePegawaian.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan

keputusan peiabat yang berwenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141IKEP/M'PAN/

11.t 2003.

1'



Pasal 7

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat

membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari

para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri

Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai

kompetensi teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran

dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal

memberikan penilaian kegiatan yang memerlukan keahlian

tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung

jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk

mempertimbangkan kenaikan jabatan/kenaikan pangkat

Dokter Gigi sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

setiap kali dapat dipertimbangkan, apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah I (satu) tahun dalam jabatan

terakhir;



(3)

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

jabatan setingkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan

pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

setiap kali dapat dipertimbangkan, apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat

terakhir:

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan

pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bemilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan

Dokter Gigi Madya pangkat Pembina Tingkat I' golongan

ruang tV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, Golongan

Ruang lV/c sampai dengan Dokter Gigi Utama pangkat

Pembina Utama, golongan ruang lV/e ditetapkan oleh

Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari

Kepala BKN.

(4)
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(5) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang

menduduki jabatan Dokter Gigi Pertama pangkat Penata

Muda Tingkat l, golongan ruang lll/b menjadi Penata

Tingkat l, golongan ruang lll/c sampai dengan Dokter Gigi

Madya pangkat Pembina Tingkat l, golongan ruang lV/b,

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang

bersangkutan, seielah mendapat pertimbangan teknis

Kepala BKN.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi

yang menduduki jabatan DoKer Gigi Pertama pangkat

Penata Muda Tingkat l, golongan ruang llt/b untuk menjadi

Penata golongan ruang lll/c sampal dengan Dokter Gigi

Madya pangkat Pembina Tingkat l, golongan ruang lv/b'

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Propinsi yang bersangkutan, setelah mendapat

pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang

bersangkutan.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Dokter Gigi Muda

pangkat Penata Tingkat l, golongan ruang lll/d untuk

menjadi Dokter Gigi Madya pangkat Pembina, golongan

ruang lV/a sampai dengan Pembina Tingkat I' golongan

ruang lvib ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan

setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor

Regional yang bersangkutan

(8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Dokter Gigi

Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I' golongan ruang

lll/b untuk menjadi Penata, golongan ruang lll/c sampai

dengan Dokter Gigi Muda pangkai Penata Tingkat l,

(6)

(7)
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golongan ruang lll/d, ditetapkan oleh Peiabat Pembina

Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan'

setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor

Regional BKN Yang bersangkutan'

(9) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) dapat didelegasikan

atau dikuasakan kepada Pejabat lain sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) DoKer Gigi yang memiliki angka kredit melebihi angka

kredit yang ditentukan untuk kenaikan iabatan/pangkat

setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat

diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat bedkutnya'

(2) Apabila kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) memenuhi angka kredit yang ditentukan

untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari iabatan

terakhir yang didudukinya, maka Dokter Gigi yang

bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai

dengan angka kredit yang dimillki dengan ketentuan :

Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan

terakhir: dan

Setiap unsur penilaian prestasi kerla atau pelaksanaan

pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bemilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b.
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(3) DoKer Gigi yang naik jabatan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2), setiap kati kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi disyaratkan mengumpulkan 2O olo (dua puluh persen)

dari angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan

kesehatan darVatau pengembangan profesi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku

juga bagi Dokter Gigi yang naik pangkat setingkat lebih

tinggi dalam jeniang iabatan yang sama'

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN

PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal {0

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian

dalam dan dari jabatan Dokter Gigi, ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan peraturan perundang'undangan yang

berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali

dalam jabatan Dokter Gigi, ditetapkan dengan menggunakan

contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran Vl.

Unfuk pembebasan sementara dari iabatan Dokter Gigi'

ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir

sebagaimana tersebut pada lampiran Vll.

Untuk pemberhentlan dari jabatan DoKer Gigi ditetapkan

dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut

pada larnPiran Vlll'

(4)

J.
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Pasal 11

(1) Untuk menlamin tingkat kinerja Dokter Gigi dalam mencapai

angka kredit untuk kenaikan pangkaujabatan, maka dalam

pengangkatan Dokter Gigi harus memperhitungkan

keseimbangan antara beban kerja dengan lumlah Dokter

Gigi sesuai dengan jeniang iabatan.

(2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) maka :

a. Pengangkatan DoKer Gigi di lingkungan satuan

organisasi pemerintah pusat didasarkan pada formasi

jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat

pertimbangan Kepala BKN.

b. Pengangkaian Dokter Gigi di lingkungan satuan

organisasi pemerintah daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota

didasarkan pada formasi labatan yang telah ditetapkan

oleh Kepala daerah masing-masing'setelah mendapat

persefujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan

Aparafur Negara dan setelah mendapat pertimbangan

Kepala BKN.

Pasal {2

Pegawai Negeri Sipit yang diangkat dalam iabatan Dokter Gigi

tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan labatan

fungsional lain maupun dengan iabatan struktural

l8



Pasal 13

(1) Dokter Gigi Pertama Pangkat Penata Muda Tingkat l,

golongan ruang lll/b sampai dengan Dokter Gigi Utama,

pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang lV/d,

dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat

terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang

ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama, golongan

ruang lV/e dibebaskan sementara dari jabatannya,

apabila setiap tahun sejak diangkat dalam

pangkaujabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka

kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari

kegiatan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan

profesi.

(3) Pembebasan Sementara bagi Dokter Gigi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan

peringatan selambaGlambatnya 6 (enam) bulan sebelum

batas waktu pembebasan sementara dengan menggunakan

surat peringatan yang dibuat menulut contoh lampiran lX'

(4) Disamping dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), dan ayat (2), Dokter Gigi juga dibebaskan

sementara dari jabatannya apabila :

a. diiatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat

berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;

alau

l9



(5)

(6)

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

atau

c. difugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter

Gigi;atau

d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan

keempat dan seterusnya; atau

e. hlgas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Dokter Gigi yang dibebaskan sementara. sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) huruf a, selama menjalani masa

hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya,

tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka

kreditnya.

DoKer Gigi yang dibebaskan sementara sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) huruf e, selama pembebasan

sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya

secara pilihan sesuai dengan perafuran perundang-

undangan yang berlaku apabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam

pangkat terakhir; dan

b. Setiap unsur penilaian prestasi keria atau pelaksanaan

pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bemilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir.

20



Pasal 14

Dokter Gigi diberhentikan darijabatannya, apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat

berat berupa penurunan pangkat; atau

2. Dalam jangka waKu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, ayat (1), tetap tidak dapat mengumpulkan angka

kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi; atau

3. Dalam jangka waKu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, ayat (2), tetap tidak dapat mengumpulkan angka

kredit yang ditentukan.

BABVI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

(1) Dokter Gigi yang telah selesai menjalani hukuman disiplin

tingkat sedang atau tingkat berat berupa ienis hukuman

disiplin penurunan pangkat dapat dipertimbangkan untuk

diangkat kembali dalam jabatan Dokter Gigi apabila masa

berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.

2l



(2\ Dokter Gigi yang diberhentikan sementara sebagai Pegawai

Negeri Sipil, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali

dalam jabatan Dokter Gigi apabila berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap dinyatakan tidak bersalah atau diiatuhi pidana

percobaan.

(3) DoKer Gigi yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan

Doktrar Gigi dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali

dalam jabatan DoKer Gigi apabila telah selesai menialani

tugas di luar jabatan Dokter Gigi.

(4) Dokter Gigi yang dibebaskan sementara karena cuti di luar

tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada

instansi semula, diangkat kembali dalam iabatan Dokter

Gigi.

(5) Dokter Gigi yang telah selesai tugas belaiar lebih dari 6

(enam) bulan, diangkat kembali dalam iabatan DoKer Gigi.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan

DokGr Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15' jabatannya

ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki'

22



(2)

BABVII

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 17

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke

dalam jabatan Dokter Gigi atau perpindahan jabatan dapat

dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 141/KEP/M.PAN/1 1 /2003.

Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama

dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang

jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan angka kredit

yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur

penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka

kredit oleh pejabat yang berwenang.

Bagi Dokter Gigi yang karena perpindahan jabatan yang

memiliki pangkaUgolongan ruang lebih tinggi dari iabatan

Dokter Gigi yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan

jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam

jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan

untuk kenaikan iabatan tersebut.

(3)
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BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 141/KEP/I4.PAN/11/2003, maka

jenjang jabatan Dokter Gigi yang didasarkan kepada

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 168 /1997 harus disesuaikan ke dalam

jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Negara Nomor 141/KEP/M. PANI/I 1 l2OO3.

(2) Penyesuaian dalam jenjang iabatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat ('l) ditetapkan terhitung mulai tanggal

1 April 20(X dan harus selesai ditetapkan pada akhir

September 2004

BAB ]X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal {9

Dokter Gigi yang sedang dibebaskan sementara karena :

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat

(kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau

2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Gigi; atau

3. cuti di luar tanggungan negara'

24



apabila mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil'

diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negefi Sipil

dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesual dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan

tindakan dalam melaksanakan pembinaan Dokter Gigi'

Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan

Dokter Gigi melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada

pejabat yang berkepentingan dan DoKer Gigi'

(2) Untuk meningkatkan kemampuan Dokter Gigi secara

profesional sesuai kompetensi iabatan, Departemen

Kesehatan selaku lnstansi Pembina, antara lain melakukan:

a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan

fungsional/teknis fungsional bagi Dokter Gigi;

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/

teknis fungsional bagi Dokter Gigi;

Penetiapan standar kompetensi Dokter Gigi;

Penyusunan pedoman formasl jabatan Dokter Gigi;

Pengembangan sistem informasi jabatan Dokter Gigi'

b.
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BAB X

PENUTUP

Pasal 2l

Pefunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam

Kepufusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri

Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara

bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas

masing- masing.

Pasal 22

Untuk memperielas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan

Bersama ini, dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 1 41IKEP/M.PAN 11 1 nOA3, sebagaimana

tersebut pada lampiran X.

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini maka Keputusan

Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negara Nomor 874/MENKES/SKB/V|||/1997 dan

Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunluk Pelaksanaan Jabatan

Fungsional DoKer Gigi dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal24

Kepufusan Bersama ini disampaikan kepada yang

berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
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Pasal 25

Keputusan Bersama rni mulai berlaku

ditetapkan.
pada tanggal

q"

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2003

, r-.--_
{CHMAD SUJUDIHARDlJANTO
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CONTOH:
SURAT PERNYATMN MELAKUKAN
KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN
GIGI DAN MULUT

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN i

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAI
NOMOR : IT40iMENKESISKB/X|U2003 i
NOMOR : 54 Tahun 2003 I

TANGGAL : 30 Oesember 2003 :

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGTATAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
PangkaUgolongan ruan9/TMT
Jabatan
Unit keria

menyatakan bahwa :

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit keria

telah melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagai berikut:

Oemikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atiasan langsung

NIP.

No Uraian Kegiatan
Pelayanan Kesehatan
Gioi dan Mulut

Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keqiatan

Jumlah
AK

Keterangani
Bukti fisik

1 z J 4 5 7

Dst
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CONTOH:
SURAT PERNYATAAN MEIAKU KAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1740/MENKES/SKB/X|U20O3
NOMOR : 54 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkaugolongan ruangff MT
Jabatan
Unit kerja

menyatakan bahwa :

Jabatan
Unit kerja

telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikul :

Demikian pemyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung

NIP,

Uraian Kegiatan
Pengembangan Profesi
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CONTOH:
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
DOKTER GIGI GIGI

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BERSAMA
IUENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :174o/MENKESiSKBfxil/2o03
NOMOR : 54 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

SUMT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS DOKTERGIGI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pan gkaugolongan ruangff MT
Jabalan
Unit keria

menyatakan bahwa :

Nama
NIP
Pangkaugolongan ruangiTMT
Jabatan
Unit kerja

telah melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Gigi sebagai berikut :

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung

NIP,

No Uraian lcgiatan
Penunjang Tugas

Dokter Gigi

Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Jumlah
AK

Keteranganl
Bukti fisik

1 2 4 6
I

2

Dst
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CONTOH:
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN V: KEPUTUSAN BERSAMA, MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1740/MENKESiSKBD(1U2003
NOMOR : 54Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR:

INSTANSI : ........................... MASA PENILAIAN TGL ... S/D TGL

ANGKA KREDITNYA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

a. Pendidikan
1) Pendidikan sekolah dan memperoleh

bidang kesehatan gigi dan mulut dan
mendapatkan Surat Tanda Tamat

Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas
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untuk dinaikkan dalam iabatan
ilt

Ditetapkan di
Pada tanggal

Asli disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN di

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Dokter Gigi yang bersangkutan;
2. Pemimpin unit keria yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang benvenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian lnstansi / BKD yang bersangkutan.

') Coret yang tidak perlu

NIP.
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CONTOH:
KEPUTUSAN TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALV
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN DOKTERGIGI

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : IT4OiMENKES/SKB'(IU2OO3
NOMOR : 54 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN

NOMOR :........................,.......

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALUPENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN DOKTER GIGI

: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 25 Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
'141IKEP/M.PAN/1112003, dipandang perlu untuk mengangkav
mengangkat kembali ") Saudara ......... dalam iabatan Dokter Gigi.

: 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor22 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Peme ntah

Nomor 11 Tahun 2003;

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

141/KEP/M.PAN/1 112003;

Keoutusan Bersama Menterl Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/|2003 dan Nomor 54 TAHUN 2003;

z.

4.

5.
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal
mengangkaumengangkat kembali ') Pegawai Negeri Sipil :

b.

o.

Nama
NIP
PangkauGolongan ruangffMT
Unit Keria

Dltetapkan di
Pada tanggal

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan unfuk dik€tahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

NIP

TEMBUSAN:
1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutran''*)

2. lGiala Biro/Bagian KePegawaian instansi / BKD yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka krediq-. 

-4. Keiala lGnior per5enOaharaan dan Kai Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan.")

') Coret yang tidak perlu

oo



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN DOKTER GIGI

: KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM
NOMOR : 1740/MENKES/SKB,(||/2003
NOMOR : # Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

KEPUTUSAN

NOMOR :.............................,..

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTAM
DARI JABATAN DOKTER GIGI

Menimbang : a. bahwa Saudara .......... NIP .................pangkavgolongan
ruang ...........-. berdasarkan Keputusan dari ...............
Nomor -.................tangga| .....,... -..dinyatakan........-.......... -*)

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Gigi, dipandang perlu
membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari
jabatan Dokter Gigi.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor I Tahun '1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999i

Undang-Undang Nomor22 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 io. Peraturan Pemerintah
Nomor ll Tahun 2003;

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003;

Keputusan Menteri Pendayagunaan ApaEtur Negara Nomor
141/KEP/M.PAN/1 112003;

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor '1740/MENKESiSKB//2003 dan Nomor 54 TAHUN 2003i

a

4.

5.
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

:

: Terhitung mulai tanggal membebaskan
sementan Pegawai Negeri Sipil :

Nama
NIP
PangkavGolongan ruang/TMT
Unit Keria

a.
b.

A

: Saudara
jabatan...,.......... apabila tetah

dapat djangkat kembali dalam

Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana meshnya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

NIP

TEMBUSAN:
1. Kepala BKWKantor Regional BKN yang bersangkutan;")

?. fepgla Biro/Baghn Kepegawaian instansi / BKD yang bersangkutan;")
3. Pejabat yang benrenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negare/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu
.") Jenis pembebasan sementiara
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CONTOH:
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN DOKTER GIGI

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :'1740/MENKES/SKB/X1Y2003
NOMOR : 54 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Oesember 2003

KEPUTUSAN

NOMOR:..........

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DOKTER GIGI KARENA DI ATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/ TIDAK DAPAT

MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN

Menimbang : a. bahwa Saudara .......... NIP .................iabatan ..............
pangkavgolongan ruang ............ terhitung mulai tanggal .......... telah
diiatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Keputusan pejabat yang
berwenang Nomor..............tanggal ....,........-/ dinyatakan tidak dapat
mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
dibebaskan *)

b. bahwa untuk tertib administrasi dan meniamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Gigi, dipandang perlu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipll yang bersangkutan dari jabatan
Dokter Gigi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999i

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2003;

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
141/KEP/M.PAN/1 1/2003;

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 1740/MENKESiSKB/XIIi2003 dan Nomor 54 TAHUN 2003.

4.

5.
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Terhitung mulai tanggal memberhentikan
dengan hormat darijabatan Dokter Gigi:

MEMUTUSKAN:

Nama
NIP
Pangkat/Golongan ruang/TMT :

Unit Keria :

a.
b.

o.

dari jab;tan....... ................dengan angka kredit sebesar..... .......( ............. .....).

Sejalan deng.an pemberhenlian sebagaimana tersebut pada diktum pertama,
memberhentikan dari jabatan dar, ljnjangan jabatan fungsionatnya ierhitung
mulai bulan berikutnya dari tanggal dite'tapkan t<eputusan in'i..- -

P_b,F_9lf_.I1qan .had temyata terdapat keketiruan datam keputusen ini,
aKan o|aoaKan perbatlGn dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini .disampaikan... k9p?d, pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindJhkan sebJgaimana mlifinva.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

TEMBUSAN:
1. Kepala BKNil(antor Regional BKN yang bersangkutan;*)2. Kepala_Biro/Bagian Kepegawaian Iirstansi/BKD-yang bersangrutan;J. peJaoat yang beMenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro

Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan..)

') Coret yang tidak perlu
") diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap pedu.

10
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CONTOH:
SURAT PERINGATAN

LAMPIRANIX : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN N EGARA
NOMOR r 1740/MENKES/SKB/X||/2003
NOMOR : 54 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

DARI
KEPADA YTH
ALAMAT
TANGGAL

SURAT PERINGATAN
NOMOR:

1. Dengan ini diperingatkan kepada Saudara :

Nama
NIP
Pangkat,f Gol. ruang
Jabatan
Unit kerja

berkenaan sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini Saudara sudah ... . . . . .. (. .. ..) tahun menduduki
iabatan .........-......,., tetapi belum dapal mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan
sebagaimana tersebut dalam Keputusafi Bersama Mented Kesehatan dan Kepa]a Badan Kepegawaian
Negara Nomor 1740A,1ENKES/SKBX|U2003 Dan Nomor 54 TAHUN 2003 Pasal 13 ayat (1) dan ayai (2),
sekurang+urangnya ....-...... ( -......- )

Apabila sampai dengEn ......... SaudaE belum dapat memenuhi jumlah angka kredit tersebul diatas, maka
sesuaidengan ketentuan Keputusan MENPAN Nomor 141IKEP/M.PAIU1112003 Tanggal 7 Nopemb€r 2003
dan Kepulusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomoI
1740/MENKES/SKB/X||/2003 dan Nomor 54 TAHUN 2003 tanggal 30 Desember 2003, Saudara akan
dibebagkan sementara dad iabatan Dokter Gigi,

Demikian untuk dimaklumi dan harap pefiatian Saudara sebagaimana mestinya.

MENTERYPIMPINAN LPND/
GUBERNUFYBUPATIM/ALIKOTA

( . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
NIP-

Tembu€an :'1. Kepala BKNKepala Kantor Regional BKN yang beFangkutan; ")
2. Menteri Kesehatan;
3. Pimpinan unit keda Dokter Gigi yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan ");
5. Peiabat lain yang dipandang perlu.

':) Coret yang tidak perlu

'1t
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MENTERI
PENDAYACI,JI\'.{.{N APARATTIR NECARA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APAMTUR NEGARA
NOMOR : 141/KEp/ 

^.p,AN 

|1 1 1ZOO3

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PEND,AYAGUNAA,N APARATUR NEGAM.

: a. bahwa dgngan bertakunya Keputusan presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsionat pegawai Negeri Sipit, dipandangperlu mengatur kembaLi Keputusan Menteri Negara eendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 169/ 1997 tentang JabatJn Fungsional Dokter
Gigi dan Angka Kreditnya;

Menimbang

Mengingat

b. bahwa untuk maksud terseDut
menetapkan kembati ketentuan
Gigi dan Angka Kreditnya dengan
Aparatur Negara.

huruf a di atas, dipandang perlu
tentang Jabatan Fungsional Dokter

Keputusan Menteri pendayagunaan

tentang Pokok-pokok
dengan Undang-undang

3.

4.

: 1. Undang - undang Nomor g Tahun 1974
Kepegawaian, sebagaimana tel.ah diubah
Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipit, sebagaimana telah beberapa kaU diuOan terakhir
dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun i994 tentang Jabatan
Fungsiona[,Pegawai Negeri Sipit ;

Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan propinsi Sebagai Daerah Oinor;

5.
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Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi pegawai

Negeri Sipit sebagaimana tetah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 54 Tahun 2003:

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat 
I

Pegawai ilegeri Sipit, sebagaimana .tetah diubah dengan peraturan 
I

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai Negeri 5ipit;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipit;

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri
Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan piesiden Nomor
2 Tahun 2002;

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kew€nangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,
sebagaimana tetah diubah dengan Keputusan presiden Nomor 45
Tahun 2002.

Memperhatikan : 1. usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 14z9/Menkes /X/2003

Menetapkan

tanggal 3 Oktober 2003;

2. Pertimbangan Kepata Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya
Nomor K.26-14lV.141-9187 tanggat 31 Oktober 2003.

MEMUTUS$N:

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNMN APAMTUR NEGARA TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UTAUM

Pasal 1

Datam keputusan ini yang dimaksud dengan ;

1. Dokter Gigi, adatah Pegawai Negeri Sipit yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oteh pejabat yang
benwenang untuk me[akukan kegiatan petayanan kesehatan gigi dan
mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

9.

10.

11.

12.

tJ.



4.

5.
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Pelayanan kesehatan, adalah bentuk pelayanan kesehatan gigi dan

mulut kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan

dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat
datam rangka kemandirian di bidang kesehatan.

Sarana pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mutut, yaitu Rumah

Sakit, Puskesmas, Poliktinik, dan atau Unit Kesehatan tainnya.

Angka kredit, adalah satuan nitai dari tiap butir kegiatan dan /atau
akumutasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang

Dokter Gigi datam rangka pembinaan karier kepangkatan dan
jabatannya.

Tim penitai angka kredit, adatah tim penitai yang dibentuk dan

ditetapkan oteh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai
prestasi kerja Dokter Gigi.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN

DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Dokter Gigi termasuk dalam rumpun kesehatan.

lnstansi pembina jabatan fungsional Dokter Gigi adalah Departemen

Kesehatan.

Pasal 3

Dokter Gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang
petayanan kesehatan gigi dan mutut kepada masyarakat pada sarana

pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan

instansi di luar Departemen Kesehatan.

Dokter,Gigi sebagaimana dimaksud datam ayat (1), adalah jabatan

karier yang hanya dapat diduduki oteh seseorang yang tetah

berstatus sebagai Pegawai Negeri sipit.

(1)

(2t

(1)

(2)
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Pasal 4

Tugas pokok Dokter Gigi, adatah memberikan pelayanan kesehatan gigi

dan mutut pada sarana petayanan kesehatan yang meliputi promotif,
preventif, kuratif dan rehabititatif untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam
rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mutut kepada

masyarakat.

BAB IIl
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur.dan sub unsur kegiatan Dokter Gigi yang dinitai angka kreditnya
terdiri dari:

a. Pendidikan,metiputi:
1 . Pendidiiian format dan memperoleh getar/ijazah;
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan

memperoteh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)

atau sertifikat.

b. Petayanan kesehatan, meliputir
1. Penyembuhan penyakit gigi dan mutut;
2. Pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mutuu
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan

penyakit gigi dan mulut;
4. Pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat

inao:
5. Petayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat;
6. Pembinaan peran serta masyarakat datam rangka kemandirian di

bidang kesehatan.

Pengabdian pada masyarakat, metiputi:
1. Pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan;

2. Pelakanaan tugas lapangan di bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan penanggulangan penyakit/wabah tertentu.

Pengembangan profesi, me[iputi:

1. Pembuatan karya tutis/karya itmiah di bidang kesehatan gigi dan

mulut;



?. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan tainnya di bidang

kesehatan gigi dan mutut;
3. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk petaksanaan/ petunjuk

teknis di bidang kesehatan gigi dan mutuu
4. Penemuan teknotogi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan

mulut.

e. Penunjang tugas Dokter Gigi, metiputi :

1. Pengajar:/Pelatih datam bidang kesehatan gigi dan mutut;
2. Peran serta datam kegiatan seminar/tokakarya di bidang

kesehatan gigi dan mutut;

3. Keanggotaan datam organisasi profesi Dokter Gigi;

4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Gigi;

5. Perolehan getar kesarjanaan tainnya;

6. Perolehan piagam kehormatan.

. BAB IV

JENJANG JAEATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

(1) Jenjang jabatan Dokter Gigi dari yang terendah sampai dengan

tertinggi yaitu :

a. Dokter Gigi Pertama;

b. Dokter Gigi Muda;

c. Dokter Gigi Madya;

d. Dokter Gigi Utama.

(2) Jenjang pangkat Dokter Gjgi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :

a. Dokter Gigi Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat l, gotongan

ruang lll/ b.

b. Dokter Gigi Muda, terdiri dari:
'1. Penata, gotongan ruang lll/c;
2. Penata Tingkat I, golongan ruang ill/d.

c. Dokter Gigi Madya, terdiri dari:
1, Pembina, gotongan ruang lVi a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang lV/b;
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang lV/c.

d. Doktbr Gigi Utama, terdiri dari:



(3)

{4}

(1)
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1. Pembina Utama Madya, golongan ruang lV/d;
4. Pembina Utama, gotongan ruang lV/e.

Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Dokter Gigi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adatah jenjang pangkat
dan jabatan sesuai jumtah angka kredit , yang dimitiki
sebagaimana dimaksud datam Lampiran ll.

Penetapan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan
junitah angka kredit yang dimil.iki.

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 7

Rincian kegiatan Dokter Gigi sesuai dengan jenjang jabatan
adalah sebagai berikut:

a. Doki'er Gigi Pertama, yaitu:
1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mutut umum rawat

jatan tingkat pertama;
2. Metakukan petayanan medik gigi dan mulut spesiatistik

rawat jalan tingkat pertama;
3. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mutut tingkat

sederhana oleh Dokter Gigi umum;
4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesiatistik

komptek tingkat l;
5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mutut tingkat

sederhana;
6. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mutilt

kompteks tingkat l;
7. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
8. Melakukan pemutihan fungsi gigi dan mul.ut tingkat

Sederhana;

9. Metakukan pemutihan fungsi gigi dan mulut kompteks
tingkat l;

10. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mutut;
11. Mengumpulkan data datam rangka pengamatan

epidemiotogi penyakit gigi dan mutut;
12. Metakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mutut;
13. Membuat catatan medik gigi dan mutut pasien rawat

jatan;



14. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat
inap;

15. Melayani atau menerima konsultasi dari iuar atau ketuar;
16. Metayani atau menerima konsultasi dari datam;
17. Menguji kesehatan;
18. Melakukan visum et reDertum:
19. Menjadi saksi ahti;
ZO. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;

21. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan

taboratonum;
22. Melakukan tugas jaga panggitan/on calu
23. Metakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
24. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

b. Dokter 6igi Muda, yaitu:
1. Metakukan petayanan medik gigi dan mulut umum konsul

pertama;
2. Melakukan pelayanan medjk gigi dan mulut spesiatistik

konsut rujukan pertama;
3. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik

konsuttan;

4. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat
sedang oleh Dokter Gigi umum;

5. Metakukan tindakan medik gigi dan mutut spesialistik

. kompleks tingkat l;

6. Metakukan tindakan medik gigj dan mutut spesiaUstik

konsuttan;
7. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat

sederhanai
8. Metakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut

kompteks tingkat l;
9. Metakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;

10. Melakukan pemutihan fungsi gigi dan mutut tingkat
sederhana;

1 I . Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks
tingkat l;

12. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;
13. Mengolah data datam rangka pengamatan epidemiotogi

penyakit gigi dan nrulut;
14. lv\elakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
15. Membuat catatan medik gigi dan rilulut pasien rav/at

jalan;
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16. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawar
inap;

17. Melayani atau menerima konsultasi dari [uar atau ketuar:,|8. Metayani atau menerima konsultasi dari dalam;
19. Menguji kesehatan;
70. Metakukan visum et repertum;
21. Menjadi saksi ahti;
22. Mengawasi penggatian mayat untuk pemeriksaan;
23. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan

laboratorium:
74, Melakukan tugas jaga panggilan/on catl;
25. Metakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
26. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

c. Dokter Gigi Madya, yaitu:
1. Metakukan petayanan medik gigi dan mutut spesiatistik

konsultan;
2..Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut

kompleks tingkat I oteh Dokter Gigi umum;
3. Metakukan tindakan medik gigi dan mutut spesiatistik

komptek tingkat Il;
4. Metakukan tindakan medik gigi dan mulut spesiatistik

konsultan;
5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mutut tingkat

sedang;

6. Metakukan tindakan darurat medik gigi dan mutut
kompteks tingkat ll;

7. Metakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
8. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mutut tingkat

sedang;

9. ltetakukan pemutihan fungsi gigi dan mutut kompteks
tingkat ll;

10. Menganatisa data datam rangka pengamatan epidemiotogi
penyakit gigi dan mulut;

11. Metakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mutut;
12. Membuat catatan medik gigi dan mutut pasien rawat

jalan;
13. fi\embuat

inap;
catatan medik gigi dan mulut pasien rawat

14. Metayani atau menerima konsultasi dari [uar atau ketuar;
15. Metayani atau menerima konsuttasi dari datam:
16. Menguji kesehatan;



17. Metakukan visum et repertum;
18. Menjadi saksi ahti;
19. Mengawasi penggatian mayat untuk pemeriksaan;

20. Metakukan dental forensik tanpa pemeriksaan

laboratoriumi
21. Metakukan dental forensik dengan Pemeriksaan

laboratorium;
22. Melakukan tugas jaga panggilan/on cat[;

23. tvlelakukan tugas jaga di temPat/rumah sakit;

24. Metakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

d. Dokter Gigi Utama, yaitu:
'1. Metakukan pelayanan medik gigi dan mutut spesiatistik

konsuttan:

2. Metakukan tindakan khusus medik gigi dan mutut

kompteks tingkat ll oteh Dokter Gigi umum;

3. Metakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik

- kompteks tingkat lll;
4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesiat'istik

konsuttan;

5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat

seoang;

6. Metakukan tindakan darurat medik gigi dan mutut

kompteks tingkat lll;
7. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inaP;

8. Metakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat

sedang;

9. Metakukan pemutihan fungsi gigi dan muiut kompteks

tingkat lll;
10. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mutut;
'11. Membuat catatan medik gigi dan mutut pasien rawat

jalan;

17. Membuat catatan medik gigi dan mutut pasien rawat

inap;

13. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau ketuar;

14. Metayani atau menerima konsultasi dari dalam;

15. Menguji kesehatan;

16. Melakukan visum et repertum;

17. Menjadi saksi ahti;

18. Mengawasi penggatian mayat untuk pemeriksaan;

19. Melakukan dentat forensik tanpa pemeriksaan

laboratorium:
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20. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan

laboratorium;
21. Melakukan tugas jaga panggilan/on cal[
22. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
23. Melakukan tugas jaga di.tempat sepi pasien.

(1) Dokter Gigi yang melaksanakan tugas:

a. pada daerah konflik/ rawan/daerah penyakit menular;
b. memimpin satuan unit pelayanan kesehatan (Kepata

Puskesmas/sMF/Potiktinik) ;

c. pengabdian pada masyaraka[
d. kegiatan pengembangan profesi; dan

e. penunjang tugas Dokter Gigi,

diberikan nitai angka kredit
Lampiran l.

sebagaimana tersebut datam

Pasal 8

Apabila pada luatu unit kerja tidak terdapat Dokter cigi yang sesuai

dengan jenjang jabatannya untuk metaksanakan kegiatan sebagaimana

dimaksud datam Pasat 7 ayat (1), maka Dokter Gigi yang berada satu

tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat
melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertutis dari
pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasat 8 ditetapkan sebagai berikut:

1. Dokter Gigi yang metakanakan tugas satu tingkat di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 %

(detapan putuh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan

sebagaimana tersebut dalam Lampiran l;

Dokter Gigi yang melakanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya, angka kredit yang dipbroteh ditetapkan sama dengan

angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam
Lamoiran L

Pasal 1O

(1) Unsur kegiatan yang dinitai datam memberikan angka kredit terdiri
atas:
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a, Unsur utama;

b. Unsur Penunjang.

{2) Unsur utama terdiri atas:

a. Pendidikan;

b. PetaYanan kesehatan;

c. Pengabdian masyarakat;

d. Pengembangan Profesi '

(3) Unsur penunjang adatah kegiatan yang mendukung petakanaan

tugas Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e'

(4) Rincian kegiatan Dokter Gigi dan angka kredit masing'masing unsur

sebagaimana dimaksud datam ayat (1) adatah sebagai-mana tersebut

datam LamPiran l.

Pasal 11

(1) Jumtah angka kredit kumutatif m'inimat yang harus dipenuh'i oteh

setiap Pegawai Negeri S'ipit untuk dapat diangkat datam jabatan dan

kenaikan jabatan/pangkat Dokter Gigi sebagai-mana tersebut dalam

LamPiran ll, dengan ketentuan:

a. Sekurang-kurangnya 80% {delapan putuh persen) angka kredit

berasat dari unsur utama; dan

b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua putuh persen) angka kredit

berasal dari unsur Penunjang'

Dokter Gigi yang telah memitiki angka kredit melebihi angka kredit

yang tetah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat

iebjh tinggi, ketebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan

untuk kenaikan jabatani pangkat berikutnya'

Apabita ketebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud datam

ayat (2) memenuhi jumtah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua

tingkat atau tebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Dokter

Gigi yang bersangkutan dapat diangkat datam jenjang jabatan sesuai

dengan jumlah angka kredit yang dimiliki' dengan ketentuan :

a. Sekurang'kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;

b. Setiap unsur penitaian datam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai

baik datam 1 (satu) tahun terakhir.

Dokter Gigi yang tetah mencaPai angka kredit untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat tebih tinggi pada tahun pertama dalam

masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya

{2)

(3)

t4)
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(6)

(1)

(2)
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diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya ZO %

{dua puluh persen) dari jumtah angka kredit yang dipersyaratran
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat tebih tinggi yang berasal
dari kegiatan petayanan kesehatan gigi dan mutut dan/atau
pengembangan profesi.

Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat tebih tinggi menjadi
Dokter Gigi Madya pangkat pembina Tingkat I gotongan ruang lV/b
sampai dengan Dokter Gigi Utama pangkat pembina Utama golongan
ruang lV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua
belas) angka kredit d.iri kegiatan -petayana+-kesehatar+.gigi dan
mutut dan/atau pengembangan profesi.

Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama, gotongan ruang lv/e
setiap tahun sejak diangkat datam pangkat/jabatannya diwajibkan
mengumputkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua putuh tima)
dari kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mutut dan/atau
pengembangan profesi.

Pasal 12

Dokter Gigi yang secara bersama-sama membuat karya tutis/ karya
itmiah di bidang kesehatan, pembagian angka kreditnya djtetapkan
sebagai berikut:
a. 60% (enam puluh persen) bagi penutis utama;
b. 40 % (empat putuh persen) dibagi rata untuk semua Denulis

pembantu.

Jumtah penutis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KRED]T

Pasal I 3

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap
Dokter Gigi diwajibkan mencatat dan menginventarisir seturuh
kegiatan yang dilakukan.

Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan
sebagaimana dimakud datam ayat (1) dipandang sudah dapat
memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

(1)

(2)



(1)
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jabatan / pangkat, secara hirarkhi Dokter Gigi dapat mengajukan usul
penitaian dan penetapan angka kredit.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Gigi ditakukan

sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga)

bulan sebetum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Dokter Gigi

adalah sebagai berikut :

a. Menteri Kesehatan atau pejabat eseton I yang ditunjuk bagi

Dokter Gigi Utama yang berada di tingkungan Departemen

Kesehatan dan Instansi di luar Departemen Kesehatan.

b. Direktur Jenderat Petayanan Medik Departemen Kesehatan atau
pejabat eselon ll yang ditunjuk bagi Dokter Gigi Pertama sampai

dengan Dokter Gigi Madya yang berada di tingkungan

Departemen Kesehatan;

c. Kepata Dinas Kesehatan Propinsi bagi Dokter Gigi Pertama

sampai dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada sarana

peIayanan kesehatan Propinsi.

d. Kepata Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Gigi

Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada

sarana pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota.

e. Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-

rendahnya eselon lll) pada insiansi pusat di luar Departemen

Kesehatan bagi Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi

Madya yang bekerja pada unit kerja sarana pelayanan kesehatan

masing-masing.

Datam menjatankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud

datam ayat (1) dibantu oteh :

a. Tim Penilai Jabatan Dokter Gigi Departemen bagi Menteri

Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuP,, selanjutnya

disebut Tim Penitai DePartemen.

b. Tim Penitai Jabatan Dokter Gigi Direktorat Jenderat bagi Direktur
Jenderal Petayanan Medik Departemen Kesehatan atau Pejabat
eseton ll yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penitai

Direktorat Jenderat;

c. Tim Penitai Jabatan Dokter Gigi Propinsi bagi Kepala Dinas

Kesehatan Propinsi, setanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.

(2)
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Tim Penitai Jabatan Dokter Gigi KabupateniKota bagi.Kepata
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, setanjutnya disebut Tim
Penil.ai Kabupaten/Kota.

Tim Penilai Jabatan Dokter Gigi Unit Kerja Sarana Pelayanan
Kesehatan bagi Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan
(serendah-rendahnya eselon lll) pada instansi pusat di luar
Departemen Kesehatan, setanjutnya disebut Tim Penitai Unit
Keria.

Pasal 15

(1) Anggota Tim Penitai jabatan Dokter Gigi, adalah Dokter cigi dehgan

susunan sebagai berikut:
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
d. Sekurarig-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penitai adatah:
a. Menduduki jabatan/pangkat serendah rendahnya sama dengan

jabatan/pangkat Dokter Gigi yang dinil.ai;

b. Memiliki keahtian dan kemampuan untuk menitai prestasi kerja
Dokter Gigi ; dan

c. Dapat aktif melakukan penitaian.

Apabita jUmtah Anggota Tim Penitai sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak dapat dipenuhi, anggota Tim Penitai dapat diangkat
dari Pegawai Negeri Sipit lain yang memiliki kompetensi untuk
menilai prestasi kerja Dokter Gigi.

Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.

Apabita Tim Penitai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, Tim
Penilai Unit Kerja betum dapat dibentuk karena belum
memenuhi kriteria Tim Penitai yang ditentukan, maka penilaian
prestasi kerja ditakukan oteh Tim Penitai Departemen/Tim Penitai

Direktorat Jenderat.

Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penitai ditetapkan oteh:

a. Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Tim
Penitai Departemen;

d.

e.

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)
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b. Direktur Jenderal Petayanan Medik Departemen Kesehatan atau

pejabat eselon ll yang ditunjuk untuk Tim Penitai Direktorat

Jendera[;
c. Kepata Dinas Kesehatan Propinsi, untukTim Penilai Propinsi;

d. Kepata Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, untuk Tim Penilai

Kabupaten/Kota;
e. Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-

rendahnya eseton lll) pada instansi pusat di luar Departemen

Kesehatan, untuk Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang tetah menjadi Anggota Tim Penitai datam

2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembati setelah

metampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan'

Dalam hat terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinitai, maka

Ketua Tim Penitai dapat mengangkat Anggota Tim Penitai Pengganti.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penitaian Tim Penitai ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan selaku Pimpinan lnstansi Pembina Jabatan Dokter Gigi.

Pasal 18

Usut penetapan angka kredit Dokter Gigi d'iajukan oteh :

1. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau

pejabat eseton ll yang ditunjuk, Kepata Dinas Kesehatan Propinsi,

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, Pimpjnan Unit Kerja Sarana

Petayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon lll) pada instansi

pusat di luar Departemen Kesehatan, kepada Menteri Kesehatan

atau pejabat eseton I yang ditunjuk untuk angka kredit Dokter Gigi

Utama di [ingkungan masing-masing.

Pejabat yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon

ll) kepada Direktur JenderaI Pelayanan Medik Departemen Kesehatan

atau pejabat eseton ll yang ditunjuk untuk angka kredit Dokter Gigi

Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya di lingkungan masing-

masing.

Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada

Kepata Dinas Kesehatan Propinsi untuk angka kredit Dokter Gigi

Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya di lingkungan masing-

masing.

J.
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4. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada

Kepata Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Dokter

Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya di lingkungan

masing-masing.

5. Pejabat yang membidangi kepegawaian kepada Pimpinan Unit Kerja

Sarana Petayanan Kesehatan untuk angka kredit Dokter Gigi Pertama

sampai dengan Dokter Gigi Madya di tingkungan masing-masing.

Pasal 19

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbang-kan

kenaikan jabatan/pangkat Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang bertaku.

(2) Terhadap keputusan peiabat yang berwenang menetapkan angka

kredit tidak dapat diajukan keberatan oteh Dokter Gigi yang

bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN

MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 2O

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai

Negeri Sipit datam dan dari jabatan Dokter Gigi, adatah Peiabat yang

berwenang sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21

(1) Pegawai Negeri Sipit yang diangkat untuk pertama kati datam

jabatan Dokter Gigi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Berijazah Dokter Gigi;

b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat l, golongan

ruang lll/b;
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c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan petaksanaan pekerjaan

dalam Daftar Penitaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-

kurangnya benitai baik dal.am 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Penetapan jenjang jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumtah angka kredit yang

diperoteh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 22

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud datam Pasal 21 ,

pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Dokter Gigi

ditaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Gigi sebagai berikut:

1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipit Pusat dalam iabatan Dokter Gigi

ditakanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Gigi yang

ditetapkan oteh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah

mendapat pertimbangan Kepata BKN;

2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipit Daerah da[am jabatan Dokter Gigi

dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Gigi yang

ditetapkan oteh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing setetah

mendapat persetujuan tertutis dari Men.PAN dan pertimbangan Kepata

BKN.

Pasal 23

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipit dari jabatan [ain ke datam
jabatan Dokter Gigi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud datam Pasat 21 dan

Pasa[ 22;

b. Memitiki pengataman dalam kegiatan petayanan kesehatan

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. Usia setinggi-tingginya 5 {tima) tahun sebetum mencapai usia

pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan

d. Setiap unsur penitaian prestasi kerja atau petaksanaan pekerjaan

dalam Daftar Penilaian Petaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-

kurangnya benilai baik datam 1(satu) tahun terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud daLam ayat (1 ) adatah sama dengan pangkat yang

dimitikinya, dan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai
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dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oteh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dari
unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

Pasal 24

(1) Dokter Gigi Pertama pangkat Penata Muda Tingkat l, gotongan ruang
lll/b sampai dengan Dokter cigi Utama pangkat pembina Utarna
Madya, gotongan ruang lV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya
apabita datam jangka waktu 5 (tima) tahun sejak menduduki
pangkat ,terakhir tidak dapat mengumputkan angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat tebih tinggi.

(2) Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama goLongan ruang lV/e,
dibebaskan sementara dari jabatan apabita setiap tahun sejak
menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumputkan angka
kredit sekurang-kurangnya 25 (dua putuh tima) dari pelayanan
kesehatan gigi dan mutut dan pengembangan profesi.

(3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud datam
ayat (1) dan ayat (2) Dokter Gigi dibebaskan sementara puta dari
jabatannya apabita:

a. Dijatuhi hukuman disiptin tingkat sedang atau tingkat berat
berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat.

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipit;

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Gigi;

d. Menjatani cuti di tuar tanggungan negara, kecuati ,Jntuk

persalinan keempat dan seterusnya;

e. Menjatani tugas betajar tebih dari 6 (enam) bulan.
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Pasal 25

(1)

(z',)

Dokter Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara
sebagaimana dimaksud dalam pasat 24, dapat diangkat kembali
datam jabatan. Dokter Gigi.

Pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter Gigi sebagaimana
dimaksud datam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir
yang dimitiki dan dari prestasi kerja'di bidang pelayanan kesehatan
gigi dan mulut yang diperoteh selama tidak menduduki jabatan
Dokter Gigi setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.

pasat 26

Dokter Gigi diberhentikan dari jabatannya apabita:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatannyp..sebagaimana di maksud dalam pasal 24 ayat (1), tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk: kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi; atau

2. Datam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana di makud datam pasat 24 ayat (2), tidak
dapat mengumputkan angka kredit yang ditentukhn; atau

3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat. berat dan tetah mempunyai
kekuatan 'hukum tetap, kecuati hukuman disiplin tingkat berat
Derupa penurunan panglGt.

BAB X

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 27

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari
jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pasal 25 dan
Pasal 26 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang bertaku.

Pasat 28

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengataman
dan pengembangan karier, Dokter Gigi dapat dipindahkan ke jabatan
struktural atau jabatan fungsional tainnya sepanjang memenuhi ketentuan
yang berlaku.
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BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan, kenaikan
jabatan/ pangkat, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan

atau dari jabatan Dokter Gigi yang ditetapkan sebetum keputusan ini,
dinyatakan tetap berlaku, dan disesuaikan dengan keputusan ini.

. Pasal 30

Prestasi kerja Dokter Gigi yang tetah dicapai/dilakukan oteh Dokter Gigi
sampai dengan ditetapkannya petuniuk pelakanaan Keputusan ini, dinitai
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 168/ 1997.

Pasat 31

Dengan bertakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan

Dokter Gigi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor '16811997, disesuaikan ke
datam nama dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan ini.

Penyesuaian jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada

tingkat pendidikan dan hasit penetapan angka kredit yang terakhir.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 32

Apabita ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan datam Keputusan

ini dianggap tidak sesuai [agi, maka keputusan ini dapat ditinjau kernbali.

Pasal 33

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur tebih lanjut oteh Menteri
Kesehatan dan Kepata Badan Kepegawaian Negara.

(1)

(2)
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Pasal 34

Dengan bertakunya keputusan ini, Keputusan Itenten Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16g,l1gg7 tenrang Jabatan
Fungsionat Dokter Gigi dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku
tagi.

pasal 35

Keputusan ini mutai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
Pada tanggal

di Jakarta
7 Nopember 2003
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